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WALI KOTA PROBOLINGGO 

PROVINSI JAWA TIMUR  

 

SALINAN      PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 93 TAHUN 2023 

TENTANG  

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

TAHUN 2023–2027 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA PROBOLINGGO, 

  

Menimbang : a. bahwa Standar Pelayananan Minimal adalah ketentuan 

mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan 

Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap 

Warga Negara secara minimal; 

b. bahwa dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan 

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran 

serta masyarakat di Kota Probolinggo, perlu diwujudkan 

melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2)   

huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu 

menetapkan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal; 

d. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan 

Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal Tahun 2023-2027; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik 

Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang  

Pengubahan Undang-Undang NR 16 Dan 17 Tahun 1950 

(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota 

Besar dan Kota-Kota Kecil Di DJawa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6801); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Penerapan 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi 

dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 868); 

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar 

Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891); 
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8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar 

Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1541); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub 

Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 

tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan 

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 158); 

11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang 

Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada 

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang 

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan 

Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis 

Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 677); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH 

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL TAHUN 2023-2027. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Probolinggo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo. 
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4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah. 

5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan 

mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan Urusan 

Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara 

minimal. 

6. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib 

diselenggarakan oleh semua Daerah. 

7. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan 

barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap 

Warga Negara secara minimal. 

8. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar 

Warga Negara. 

9. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan 

pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, 

penyusunan rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan 

pemenuhan Pelayanan Dasar. 

10. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang 

digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi 

dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil 

dan/atau manfaat pelayanan. 

11. Rencana Aksi Daerah Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun         

2023-2027 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Aksi Daerah Penerapan 

SPM Tahun 2023-2027 adalah dokumen perencanaan sebagai pedoman dan 

langkah-langkah operasional dalam pencapaian target pemenuhan SPM. 

12. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang 

dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam 

Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis agar hidup secara layak. 

13. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya 

yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 

disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan 

fungsi. 

14. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil 

suatu program. 
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BAB II 

PRINSIP POLA TATA KELOLA 

Pasal 2 

Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023–2027 ini merupakan dokumen 

perencanaan yang digunakan sebagai:  

a. acuan bagi Perangkat Daerah pengampu SPM dalam pencapaian target SPM; 

b. sebagai alat koordinasi bagi para pihak yang berkepentingan dalam penerapan 

dan pencapaian SPM; 

c. pedoman perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan rencana 

tahunan penerapan dan pencapaian SPM; dan 

d. pedoman monitoring dan evaluasi dalam pencapaian dan Penerapan SPM. 

 

Pasal 3 

(1) Penyelenggaraan urusan wajib Pelayanan Dasar yang direncanakan menjadi 

target pencapaian SPM terdiri atas: 

a. bidang Pendidikan; 

b. bidang Kesehatan; 

c. bidang Pekerjaan Umum; 

d. bidang Perumahan Rakyat; 

e. bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan  

f. bidang Sosial. 

(2) Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: 

a. pendidikan anak usia dini; 

b. pendidikan dasar; dan 

c. pendidikan kesetaraan. 

(3) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: 

a. pelayanan kesehatan ibu hamil; 

b. pelayanan kesehatan ibu bersalin; 

c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir; 

d. pelayanan kesehatan balita; 

e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar; 

f. pelayanan kesehatan pada usia produktif; 

g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut; 

h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi; 

i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; 

j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat; 

k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis; dan 

l. pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang 

melemahkan. 
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(4) Bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri 

dari: 

a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan  

b. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik. 

(5) Bidang Perumahan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, 

terdiri dari: 

a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana 

di Daerah; dan 

b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena 

relokasi Program Pemerintah Daerah. 

(6) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari: 

a. pelayanan ketentraman dan ketertiban umum; 

b. pelayanan informasi rawan bencana; 

c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; 

d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan 

e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran. 

(7) Bidang Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari: 

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di Luar Panti; 

b. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti; 

c. rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar di luar Panti; 

d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis 

di luar Panti; dan  

e. perlindungandan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat 

bencana bagi Korban Bencana di Daerah. 

 

Pasal 4 

Ruang Lingkup Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023–2027, meliputi: 

a. pengumpulan data; 

b. perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar; 

c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan 

d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar. 

 

Pasal 5 

(1) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023–2027 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 terdiri dari 5 (lima) BAB. 

(2) Dokumen Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Tahun 2023-2027 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. 
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Pasal 6 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali 

Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

pada tanggal 29 Desember 2023 

WALI KOTA PROBOLINGGO 

ttd. 

HADI ZAINAL ABIDIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 93 

 

Salinan sesuai dengan aslinya, 
KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 

 
 

 

DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H. 
NIP. 19780608 200903 1 004 

  

KEPALA BAGIAN HUKUM  

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 

Pembina Tk  

 

 

 

 

 

 

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal 29 Desember 2023 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

Ttd. 

NINIK IRA WIBAWATI 
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SALINAN LAMPIRAN  

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 93 TAHUN 2023 

TENTANG RENCANA AKSI DAERAH  

PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  

TAHUN 2023-2027 

 

 

RENCANA AKSI DAERAH PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

TAHUN 2023-2027 

 

No. Lampiran Uraian 

   1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

BAB I 

BAB II 

BAB III 

BAB IV 

BAB V 

Pendahuluan 

Kondisi dan Permasalahan Pemenuhan Penerapan SPM 

Strategi dan Pemenuhan Penerapan SPM 

Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penerapan SPM 

Kesimpulan dan Saran80108 

 

 

                                                        WALI KOTA PROBOLINGGO, 

                                                      ttd. 

                                                       HADI ZAINAL ABIDIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	SALINAN LAMPIRAN

